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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
· · 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 

· 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah . Pusat dan Peme~intahan Daerah 
(Lembaran Negara· Republik indonesia Tahun 2004 · Nomor -126; 
Tambahan Lembaran Negan;1 Republik Indonesia Nomor 4'4'S6); 

1. Undang-Undang Nornor 7 Ort. Tahun 1~56 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam · Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repu'o'ilK 'indonesia 
Tahun 1956 Nomor 58, Tamoahan l,.embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahari 
Daerah (Lembaran Negara Repub\ik lndonesia Tahun 2004 Nomor 

· 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebaqairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang . Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

. ..... . 

Men.gingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalrnana dimaksud pada 
huruf a, pertu membentuk Peraturan Bupati Simalungun temang 
pelimpahan sebaqlan · kewenangan khusus di bidang peng,ingkatan 
dan pemberhentian Jasa Tenaga Kesehatan Daeren irca,;, Bupaf 
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. 

I • 

I. 
I 

'a. · bahwa dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiens, ~-arta tepat . 
sasaran pelayanan · di bidang kesehatan, perlu adanya 
penyederhanaan berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian 
Jasa Tenaga· Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Simalungun; 

Menimbang 

BUPATI SIMALUNGUN, 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK PENGANGKATAN DAN 
·PEMBERHENTIAN JASA TENAGAKESEHATAN DAERAH DARI BUPATI KEPADA 

. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN 
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10. Peraturan Bupati. Simalungun Nomor 24 Tahun 2009 Tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas {UP1r.1', '{ ... ssahatan 
Simalungun (Serita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 41 ); 

11. Peraturan ij1.,1pati $imalungun Nomor · 33 Tahun Zli(S Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapafan -dan Belanja Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2014 (Serita Daerah Kabupater, ~iiii',alungun 
Nomor 199). 

. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2013 

I . 

Peraturan Perundang-undanqan (Lembaran · Neg~ua Republik 
· Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara · 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah ~omor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran . 
Negara. Republik Indonesia Tahun . 2005 Nomor 1sa; ramoanan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

6. · Peraturan · Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
. Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan · Pemeri~tahan Daerah Kabupaten/Kota (t.ernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'tahun 

· .2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

· Sirnalunqun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 
Nornor 17 Seri "D" Nomor 16) sebagaimana telah dhroan oeberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalunqun 
Nomor a Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga ates Peraturan 
Daerah Kabupaten · Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerab. ~abupaten 
Simalungun (Lembaran Oaerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 
Nomor 8 .Seri "D" Nomor 8); . 

4. Undang-Undang Nomor .12 Tahun 2011 tef;l!\~!l Pembentukan . . .• ' . 

. 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

. Simalungun .Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 20t3 Nomor 3 seri ''.D" Nomor 3); 



· -(1) Melimpahkan sebagian kewenangan ·PeJJlerintah Kabupal'm.-~a'i~ Bupati 
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun; · 

(2) Kewenangan .yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada avat (1) 
adalah Kewenangan : 
a. pengangkatan_ Jasa Tenaga Kesehatan Daerah di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Simalungun; 
b. pemberhentian Jasa Te.haga Kesehatan Oaerah 'di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Simalungun. 

Pasal2 

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 

BAB II 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun; 

7. ·Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan 
. pertanggung jawaban untuk pengangkatan dan pemberhentian Jasa 
Tenaga Kesehatan Daerah, termasuk penandatanganannya atas 
nama penerima wewenang; 

8. Jasa Tenaga Kesehatan Daerah adalah Tenaga Kesehatan yang 
diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. 

1. Daerah adalah · Kabupaten Simalurigun; 

2. Pemerintah · Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Simalungun; 

3. · Perangkat Daerah ad~lah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Pernerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan 
Kelurahan; 

4. · Kepala Daerah adaiah Bupati Simalungun; 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalµngun; -, 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PELIMPAHAN 
SEBAGIAN - KEWENANGAN UNTUK PENGANGKATAN DAN 

_PEMBERHENTIAN JASA _ TENAGA KESEHATAN DAERAH DARI . 
BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN · KABUPATEN 
SIMALUNGUN. 

M E M U T U S K 'A N : 

Menetapkan 



Hal --:- hal yang belum di atur dalarn peraturan ini sepanjang mengenar tel<nis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Simalungun .. 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

· Pasal 5 

(1) Peraturan Bupati ini berlaku 1 (satu) tahun, yaitu Tahun Anggaran 2014. 

(2) Semua pengangkatari Dokter, Perawat dan Bidan PD (Pegawai Tidak 

Tetap) Daerah yang telah diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas 

BAB IV . 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal4 

melaksanakan kewenangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 2 ayat (2) 

peraturan ini, Bupati Simalungun dapat menarik kembali kewenangan 
terse but. 

(2) Laporan · tertulis sebagaimana dlrnaksud pada ayat (1) adalah Iaporan 

yang memuat jumlah Jasa Tenaga Kesehatan Daerah yang dibutuhkan; 
(3) Kepala Dinas Kesehatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan 

·. secara optlmalterhadap Jasa Tenaga Kesehatan Daerah yang di angkat; 

(4) Dalam hal tertentu dan/atau Kepala Dinas Kesehatan tidak mampu 
- . -,. 

(1) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Jasa Ten~ 'f','e~ehatan 
· Daerah, Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan tertulis 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

BAB Ill 

PENGAWASAN 

Pasal3 

' ' (3}Jasa Tenaga Kesehatan Daerah sebagaimana dima~~i;~ada ayat (2) 
adalah Tenaga Kesehatan yang selama ini sudah bekeriasecara sukarela 
di bidang Kesehatan pada lingkungan daerah Kabupaten Simalungun dan 
telah mendapat surat penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Simalunqun: 

(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jasa Tenaga Kesehatan 
Daerah, sebagaimana dlrnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di atur lebih 
lanjut dalam · Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. 

. ' 

-4- . 

Kesehatan Kabupaten Simalungun selama Tahun 2013 dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

-----· .,,, ___ 



• . ·· 

GIDION PURBA· 

BE.RITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR TAHUN 2014 . . . 

.. 

· Pada tanggal '?)O Januari 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, 

Diundangkan di Pamatanq Raya 

J.R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal ~l?Januari 2014 

Pasal6 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan 

Agar setiap · orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Simalungun. 


